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Abstrak. Penelitian ini membahas profesi arsitek  lanskap  dalam  pembangunan  di  perkotaan, 
dengan kasus kota Jakarta. Sebagai suatu keikutsertaan dengan tujuan menata, memperindah, agar 
bangunan yang ada tidak terlihat kaku, serta menurunkan iklim mikro kota. Penelitian ini 
merupakan penelitian kasus lapang DKI Jakarta dengan studi kasus di Jakarta Pusat, dengan 
menggunakan karakteristik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan serta interaksi yang ada. 
Studi pustaka dengan cara mengkaji dokumen, laporan dan peraturan perundangan. Pengumpulan 
data melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif, 
dengan menggunakan media visual (foto dan gambar). Hasil penelitian ini adalah pembangunan di 
perkotaan sebaiknya mengikutsertakan arsitek lanskap, yang dapat berkontribusi dalam 
menuangkan konsep pembangunan perkotaan, dengan konsep selaras dengan alam, serta kebijakan 
yang komprehensif, bottom-up, lintas antar dan inter sektoral, dan menampung aspirasi 
masyarakat. Diharapkan hasil penelitian mendapat perhatian Pemda dengan bidang terkait, 
sehingga pembangunan perkotaan memenuhi persyaratan untuk keselamatan, kenyamanan, 
kemudahan, serta ada sentuhan keindahan berupa tanaman yang menggambarkan suasana sejuk, 
tidak monoton dan  layak huni. 
Kata kunci: keikutsertaan, arsitek lanskap, pembangunan, perkotaan, Jakarta 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam pembangunan perkotaan, manusia adalah salah satu komponen pengelola yang ada di alam. 
Menurut Ernst Cassirer dalam Ura (2014) bahwa ‘untuk mengerti manusia tidak ada cara lain selain 
memahami hidup dan tingkah lakunya’. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi dari beberapa 
tahap perkembangan manusia, maka manusia dapat mengatur alam sesuai kebutuhannya. Dalam 
pandangan antroposentrisme, manusia seringkali kurang memperhatikan keselarasan dengan alam, 
dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang tidak ramah terhadap 
alam (Taylor dalam Branch, M.C. 1996). Hal ini dapat menciptakan banyak lingkungan buatan di  
perkotaan yang juga mempercepat memicu kerusakan lingkungan tempat hidup manusia,dengan 
dampak berakibat penurunan kualitas kesehatan hidup manusia. Sehingga untuk mencapai proses 
pembangunan berkelanjutan, perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dan 
berlandaskan etika lingkungan non- antroposentris. Keikutsertaan arsitek lanskap dalam 
pembangunan perkotaan di beberapa sudut Kota Jakarta tidak bisa diremehkan, sambil tetap 
memperhitungkan peraturan dari kebijakan pemerintah sebagai pedoman “bagi penerapannya”, yang 
pada intinya terkait hal-hal memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan 
kemudahan pada pelaksanaannya. 
Dengan bertambahnya populasi manusia akibat arus urbanisasi di perkotaan, terlihat dimulai 
dengan perkembangan di pusat kota hingga ke daerah pinggiran kota, mengakibatkan adanya 
perubahan dan penggunaan lahan dari area yang terbuka menjadi area terbangun. Sehingga akan 
mengakibatkan pertumbuhan perkotaan yang pesat bahkan tidak terkendali. Akibatnya pula 
keberadaan sumber daya alam akan tereksploitasi terus menerus, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, lalu akhirnya berakibat menurunnya daya dukung alam. Di lain pihak pembangunan 
perkotaan tanpa perencanaan matang masih terus melaju, faktor ikutannya berimbas pada kehidupan 
sosial budaya masyarakat dan ekonomi.  
Agar daya dukung alam tetap berkelanjutan, pembangunan perkotaan seperti di Jakarta perlu 
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merupakan salah satu bidang keahlian merencana, merancang dan mengelola suatu lahan, yang 
penerapannya berpedoman pada kebijakan pemerintah dan peraturannya. Arsitektur lanskap 
diharapkan dalam berperan serta dalam menata keindahan yang berpedoman pada penerapan 
kebijakan pemerintah yang terkait dengan peraturan yang mengacu pada daya dukung dan 
memenuhi persyaratan, menata bangunan yang ada tidak terlihat kaku, dan membantu dalam upaya 
menurunkan iklim mikro kota Jakarta. Maka, pertanyaan penelitian adalah bagaimana keikutsertaan 
arsitek lanskap dalam pembangunan perkotaan, dengan kasus Kota Jakarta?. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Simonds (2006), lanskap adalah suatu bentang alam yang memiliki karakteristik tertentu 
yang dapat dinikmati keberadaannya melalui seluruh indera yang dimiliki manusia. Lanskap juga 
dinyatakan sebagai suatu lahan yang memiliki elemen pembentuk, komposisi dan karakteristik 
tertentu sebagai pembedanya. Dikenal adanya lanskap alami (natural landscape) dan lanskap binaan 
(man made landscape). Lanskap binaan merupakan suatu bentukan lanskap yang menerima campur 
tangan, masukan atau binaan, pengelolaan darimanusia. Pengertian keikutsertaan perihal ikut serta, 
atau berarti tindakan ikut serta (Sumber: Kamus padanan kata dan https://www.kamusbesar.com. 
Diakses online pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 21.25 WIB). 
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang: Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang 
Departemen Pekerjaan Umum. Pengertian kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunana fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan 
ekonomi. UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan pada pasal 29 (ayat 2,3) dan 
pasal 30, bahwa proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (20% ruang terbuka hijau publik) 
dari luas wiayah kota dan sebarannya disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan 
dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kasus lapang, dengan menggunakan karakteristik yang berkaitan 
dengan kondisi lingkungan serta interaksi yang ada. Studi pustaka dengan cara menganalisis 
dokumen, laporan pengamatan, berupa pengamatan aktual kondisi pembangunan dibeberapa titik 
Kota Jakarta, dipilih di Jakarta Pusat dan peraturan perundangan. Pengumpulan data melalui 
pengamatan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, 
dengan menggunakan media visual (foto dan gambar). 
 
4. HASIL DANPEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum  
Kota Jakarta merupakan kota metropolitan  yang  memiliki  luas  sekitar  662,33  km²  (lautan:  
6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.177.924 jiwa (2017). Namun pada siang hari, angka 
tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, 
Bogor, danDepok. 
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat kantor-kantor pusat 
BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan 
lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar 
udara, yakni BandaraSoekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut 
di Tanjung Priok,Sunda Kelapa, danAncol. 
Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang 
berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini 
rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. (http://jakartamembangun. Diakses 
online tanggal 22 Maret 2019 Pukul 21.45WIB) 
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Arsitek lanskap sebagai aktor yang berperan dalam merencana dan merancang dalam membangun 
lingkungan binaan, maka arsitek lanskap mempunyai andil besar dalam membantu menanggulangi 
penurunan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Tentunya dengan pembangunan perkotaan  
yang disesuaikan dengan pola hidup masyarakat penghuninya. Sebagaimana diatur dalam RUU 
pembangunan perkotaan tentunya berdasarkan beberapa aspek seperti bentuk, dan ukuran 
karakateristik perkotaan, bentuk kelembagaannya, serta pengaturan aspek-aspek strategis perkotaan 
dengan diatur berdasarkan pendekatankewilayahan. 
 










































































Berdasarkan hasil kompilasi data di tabel 1, terlihat adanya keterkaitan antara jumlah penduduk 
dan kepadatan penduduk per km² dengan luas wilayah per km² di wilayah administrasi DKI Jakarta, 
masuk dalam kondisi pembangunan fasilitas sarana perkotaan yang tinggi. Hanya satu wilayah yaitu 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, masuk dalam wilayah dengan kepadatan pembangunan 
rendah, hal ini dikarenakan posisi dan letak dari kabupaten tersebut yang terpisah lautan, sehingga 
akses untuk masuk ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, menggunakan kapal, feri ataupun 












Tabel 2 Analisis Foto/Gambar Beberapa Pembangunan di Kota Jakarta Pusat 









Lokasi : Dinas Teknis 
Jatibaru JakartaPusat 
* Pintu masuk tidak memberikan 
identitas yang jelas karena pemilihan 
warna untuk identitas kurang terlihat dari 
jarak 6 meter. Dan ukuran tidak 
memenuhi standar, sehingga tidak 
memenuhi persyaratan untuk 
keselamatan, kenyamanan dan 
kemudahan sebagai pintu gerbang. 
*Sebagai tempat public, di Dinas teknis 
tidak disediakan ruang untuk pejalan 
kaki, tetapi hanya memberi ruang untuk 
parkir motor, mobil pekerja formal dan 
informal. Sehingga tidak memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan bagi 
pejalan kaki khususnya. 
*Bangunan yang besar dan luas, tidak 
mengakomodasikan ruang bagi pohon 
yang ada, dan belum optimal fungsinya 
sebagai pengontrol iklim (climate 
control) dan kurang dalam hal estetika, 
sedangkan ini kantor teknis yang 
sebelumnya kantor dinas pertamanan. 
*Lingkungan dengan 
tingkat kepadatan 
tinggi, sehingga perlu 
diperhatikan kriteria 
vegetasi untuk taman 
Pulau jlan dan median, 




kriteria vegetasi untuk 
RTH Jalur jalan. 
perlu perencanaan dan 
perancangan yang 
























Lokasi : Halte Asrama 
Polisi Cideng Barat 
JakartaPusat 
 
*Pemanfaatan ruang kurang untuk 
penumpang yang menunggu di fasilitas 
umum yaitu di halte, ruang yang ada 
dipakai untuk tempat parkir bagi 
penghuni asrama polisi, dan ini sudah 
puluhan tahun berlangsung, sehingga 
ruang tidak dapat dimanfaatkan untuk 
masyarakat banyak. 
*Ruang hijau tidak direncanakan 
dengan baik. 
*Terganggu fasilitas dan fungsi- fungsi 
kota lainnya, seperti arus transportasi, 
aspek visual. 
*Perlu perencanaan dan 
perancangan yang 





*Kontrol iklim sebagai 







Lokasi : Bawah Fly Over 
Cideng Barat Jakarta 
Pusat 
*Pejalan kaki tidak diberi ruang dalam 
bentuk pedestrian way, yang ada hanya 
untuk parkir motor, mobil dan angkutan 
kota. 
*Proporsi ruang terbuka hijau yang 
diharapkan adalah paling sedikit 30% 
tetapi kenyataannya belum sampai 
direalisasikan, kondisi yang ada panas, 
gersang, dan kering berdebu. 







* perlu perencanaan dan 
perancangan yang 





*Kontrol iklim sebagai 





Sumber:  Foto hasil 
pengamatan Maret 2019 
Lokasi : Kali Cideng 
JakartaPusat 
*Sebagian besar untuk titik pengamatan 
tidak memenuhi fungsi kemudahan pada 
pelaksanaannya. 
*Masih belum tercapainya kontrol 
visual-estetis 
 
* Perlu perencanaan, 
perancangan dan 
pengelolaan yang 






*Kontrol iklim sebagai 

















Berdasarkan hasil beberapa pengamatan di tabel 2 faktor penyebab bentuk kerusakan lingkungan di kota 
Jakarta sebagai berikut: 
1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, hanya sedikit dan ini alamiah terjadinya. 
2. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat manusia, sangat banyak dan ini secara sadar dan tidak 
sadar dilakukan oleh manusia itusendiri. 
 
Dikarenakan terbanyak kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia, maka kawasan perkotaan 
terutama Kota Jakarta yang demikian pesat perkembangan, selain akibat laju pertumbuhan 
penduduknya, ada faktor lainnya yaitu perilaku dan tingkah laku masyarakat penghuni yang kurang 
peduli, akan lingkungan hidupnya, baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, ataupun 
lingkungan tempat bermain atau tempat relaksasi di ruang luar. Selain itu merasa sebagai penguasa 
lingkungan hidup pada suatu wilayah, mempunyai peran besar dalam menentukan kelestarian 
lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, mampu merubah wajah 
dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun 
seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan 
generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia sebagai penghuni Kota Jakarta 
membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Sehingga diperlukan batasan-
batasan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu adanya peraturan. Peraturan dibuat untuk membatasi 
perilaku dan pola tingkah laku, agar menjadi lebih baik dan sadar dalam memperlakukan lingkungan. 
Pada saat ini pengaturan ruang perkotaan yang belum terakomodir dalam peraturan yang sudah ada, 
mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 26 Tahun 2007 
tentang tataruang. Namun keduanya belum ada yang mengatur bagaimana pengelolaan pembangunan 
perkotaan. Dan Penanganan dalam pembangunan perkotaan terencana sebagai berikut:` 
1. Kawasan perkotaan dilihat permasalahannya dari setiap bagian dalamkawasannya. 
2. Jenis urusan yang dilayani bersifat penanganan masalahperkotaan. 
3. Penilaian prioritas dilihat dari kacamata cross border antar kecamatan dalamkabupaten. 
Dipayungi dengan adanya rancangan undang-undang, maka dampak yang signifikan yang saat ini 
sudah terjadi, serta masa depannya bila tidak segera diatur, maka akan semakin meningkat kekumuhan, 
terutama pada pengelolaan kawasan pembangunan perkotaan, apabila tanpa perencanaan dan tanpa 
pengelolaan kawasan pembangunan yangbaik. 
Diharapkan hasil penelitian mendapat perhatian Pemda dengan bidang terkait, sehingga 
pembangunan perkotaan ada sentuhan keindahan berupa mamperhitungkan aspek keberadaan tanaman 
yang menggambarkan suasana sejuk, nyaman dan tidak monoton. 
Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dilakukan dengan meningkatkan kualitas ruang hijau kota 
yang memenuhi fungsi-fungsi ruang hijau kota sebagai paru-paru kota, yang dapat menciptakan efek 
sejuk (cooling effect) dan kenyamanan. Beberapa kajian dari para ahlinya, pada beberapa titik ruang 
hijau Kota Jakarta menunjukkan ruang hijau Kota Jakarta belum optimal memenuhi fungsi lanskap 
perkotaan, terutama pada fungsi kontrol visual, kontrol iklim, dan kehidupan biodiversitas. 
 
5. KESIMPULAN 
Pembangunan di perkotaan sebaiknya mengikutsertakan arsitek lanskap, yang dapat berkontribusi 
dalam menuangkan dan menerapkan konsep pembangunan perkotaan, dengan berpatokan tentang 
keselarasan dengan alam. Lahirnya kebijakan Pemda yang komprehensif terpadu, bottom-up, lintas 
antar dan inter sektoral secara konsisten, kiranya dapat menampung aspirasi partisipatif masyarakat 
sebagai penghuni yang mendiami serta menikmati pembangunan perkotaan. Sehingga hasil 
pembangunan di kota Jakarta di semua wilayah cakupannya, sehingga memenuhi persyaratan untuk 
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